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ABSTRAK 
 
ALIF MANAUNGI (B111 12 175). Tinjauan Viktimologis terhadap 
Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek 
Panakukang Makassar (Studi kasus 2014-2016)”. Di bawah bimbingan 
Bapak Muhadar, sebagai Pembimbing I dan Bapak Abd Asis, sebagai 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana kah peranan 
korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di kota Makassar dan juga mengetahui bagaimanakah upaya-
upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. 
Sampel pada penelitian ini adalah pihak yang menjadi korban 
kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. Data 
dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Data dianalisis 
secara kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus tindak 
pidana kasus pencurian dengan kekerasan di kota Makassar pada tahun 
2014-2016 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan di kota Makassar adalah sebagai pihak yang justru 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya data dari hasil penelitian yang memaparkan bahwa 
sekitar 80% dari total keseluruhan kejadian berawal dari adanya tindakan 
yang dilakukan oleh korban (faktor internal korban). Adapun upaya 
penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan cara represif dan 
preventif, dengan melakukan upaya tersebut maka kita dapat terhindar 
maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar.  
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Assalamualaikum wr wb 
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
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junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan 
sahabatnya yang suci. 
Dalam masa studi sampai dengan hari ini dimana Penulis sudah 
sampai pada tahapan terakhir penyelesaian studi, begitu banyak halangan 
dan rintangan yang telah penulis lalui. Banyak cerita yang penulis alami, 
salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, namun berkat 
sebuah cita – cita dan dengan harapan yang orang tua dan keluarga 
titipkan kepadapenulis, akhirnya penulis dapat melalui semua itu dan tiba 
di hari ini dengan impian bahwa akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum 
di belakang nama penulis. 
Di balik perjuangan penulis berkuliah, sampai dengan akan 
mendapatkan gelar di belakang nama penulis, tidak pernah luput dari doa 
yang dipanjatkan kedua orangtua penulis. Walau tidak sempat ayahanda 
melihat penulis meraih gelar sarjana dikarenakan bebrapa tahun yang lalu 
telah berpulang ke Rahmatullah, izinkan penulis haturkan ucapan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan 
senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan 
dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa 
bentuk pola perilaku manusia didalam masyarakat. Pola perilaku tersebut 
tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-
norma atau kaedah-kaedah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai 
pedoman pergaulan hidup. Masalah korban kejahatan menimbulkan 
berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada 
korban/pihak korban kejahatan pada khususnya (orang dewasa, anak). 
Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban 
kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya 
keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. 
Ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat 
tersebut masih belum memuaskna dan perlu disempurnakan demi 
pembangunan manusia seutuhnya. Dalam rangka pelaksanaannya yang 
mantap diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang mendukung 
pelayanan terhadap korban kejahatan. Maka adalah mutlak bagi kita untuk 
juga memahami dan mengembangkan viktimologi yang dapat memberikan 
dasar pemikiran untuk dapat memahami masalah penimbulan korban 
kejahatan serta penanggulangan permasalahannya secara rasional, 
bertanggung jawab dan bermanfaat. 
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Berbicara tentang korban, korban adalah pihak yang mengalami 
kerugian baik materil maupun immateril, korban tidaklah hanya 
merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi 
memainkan peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang 
dikehendaki hukum pidana materil. Korban juga merupakan elemen 
penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi 
korban atau pelapor. Kejahatan yang ada dalam masyarakat terdiri atas 
berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua 
(Kejahatan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disiingkat 
KUHPidana). Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat 
kesenjangan starta sosial adalah kejahatan terhadap harta benda, dimana 
hal ini sering disertai dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 365 KUHPidana. Yang paling sering kita jumpai tindakan pencurian 
yang disertai dengan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan 
terhadap korbannya.  
Ancaman hukuman yang diterapkan masih belum mengurangi 
angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar 
terutama di daerah jangkauan Polsek Panakkukang Makassar yang terus 
meningkat dari tahun 2014 hingga 2016 terkhususnya kasus pencurian 
dengan kekersan bahkan, kasus ini merupakan jumlah tindak pidana 
tertinggi kedua setelah kasus pencurian kendaraan bermotor terutama di 
kelurahan Masale di kecamatan Panakukang Makassar. Hal ini 
merupakan pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum khususnya 
Polsek Panakukang Makassar demi mengurangi tindak pidana pencurian 
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dengankekerasan, karena selain merugikan materil korban juga dapat 
menimbulkan rasa trauma bagi korbannya bahkan sangat berdampak fatal 
bagi keselamatan jiwa korban. Relatifitas yang akhirnya harus disadari 
bahwa tidak semua individu dapat mencegah dirinya dijadikan korban 
kejahatan, dan bentuk pencegahannya pun masih harus dipertanyakan 
misalkan pada kejahatan perampokan. Meningkatkan usaha pencegahan 
mungkin bisa dilakukan dengan kurangnya penggunan barang berharga 
saat ingin keluar rumah seperti emas yang dapat memancing perampokan 
apabila di gunakan berlebiahan di tempat yang rawan akan penjambretan, 
menghindari resiko bisa dengan usaha tidak memakai barang-barang 
berharga sewaktu pergi ke tempat umum seperti pasar dll, namun dengan 
mengurangi nilai apakah bisa dilakukan? 
Usaha yang dilakukan oleh manusia adalah hanya menekan atau 
mengurangi laju terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan dengan 
pendekatan situasional muncul pada peralihan tahun 1970 ke tahun 1980. 
Upaya pencegahan ini muncul sebagai wujud dari suatu respon terhadap 
kegagalan teori-teori dan program tradisional. Dengan kata lain, 
pendekatan situasional menantang asumsi yang diberikan oleh 
pendekatan-pendekatan sebelumnya, yang mendominasi riset terhadap 
pencegahan kejahatan. Maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan 
merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi 
bersama, penangulangan pencurian dengan kekerasan pada khususnya 
dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal 
(Criminal Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk 
menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan 
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kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya 
perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai 
kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Tujuan akhir dari kebijakan 
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Kebijakan kriminal yang merupakan usaha dalam 
penangulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (Pidana) 
maupun upaya non penal. Dari pemberitaan diberbagai Media Massa, 
baik itu Media Elektronik, Media Cetak, serta dari masyarakat bahwa 
berita mengenai kejahatan terhadap harta benda sangat menarik 
perhatian, disamping itu juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang 
sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung ditengah-
tengah masyarakat, seperti halnya di Kota Makassar. 
Pada hakikatnya banyak usaha dan aktifitas yang ditempuh 
pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian 
baik melalui kegiatan penyuluhan hukum dan peningkatan sistem 
keamanan lingkungan (Siskamling) maupun dengan patroli darikepolisian, 
dengan cara menghukum pelaku tindak pidana pencurian, namun 
kenyataannya masih sering ada laporan dari masyarakat yang menjadi 
korban pencurian. Bahkan kualitas pelaku pencurian saat ini semakin 
meningkat, serta pelaku pencurian sering melakukan pencurian secara 
berkelompok sehingga sulit dibasmi oleh aparat penegak hukum. 
Berdasarkan pembahasan di atas inilah maka peneliti untuk 
menyusun tugas akhir dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap 
Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum 
Kepolisian Sektor Panakukang Makassar (Studi kasus 2014-2016)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimana peranan korban terhadap kejahatan pencurian dengan 
kekerasan di wilayah hukum Polsek Panakukang Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum 
dalam penanggulangan korban kejahatan pencurian dengan 
kekerasan di wilayah hukum Polsek Panakukang Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap kejahatan pencurian 
dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Panakukang Makassar 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum 
dalam menanggulangi adanya korban kejahatan pencurian dengan 
kekerasan di wilayah hukum Polsek Panakukang Makassar 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai 
referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-
masalah hukum pidana 
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2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak 
hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap 
kejahatan khususnya pidana pencurian dengan kekerasan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia suatu 
kenyataan social1. 
Viktimilogi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini 
membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional. 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak 
untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi 
penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan 
                                                          
1Rena Yulia. 2010. Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Kejahatan. Graha Ilmu , Yogyakarta. Hal.43. 
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mereka dengan para korban. Penjelasannya ini adalah penting dalam 
rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan 
berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan 
kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat 
dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non 
struktural. 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase: 
Pada fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
viktimology”. Fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah 
korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini 
disebut sebagai “general viktimology”. Fase ketiga, viktimologi sudah 
berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena 
penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini 
dikatakan sebagai “new viktimology”. 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 
menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 
penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi 
dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Antara lain: ingin 
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dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai 
kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara 
yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan 
kesejahteraan yang bersangkutan.  Jelas viktimologi yang rasional, 
bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat merupakan sarana untuk 
memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia. 
Menurut J. E. Sahetapy2: 
ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) 
menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak 
selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula 
korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan 
dan penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic memelopori 
pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya 
kejahatan dan penyalahggunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban 
karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar 
kemauan manusia (out of man’ s will). Mengingat pentingnya viktimologi 
dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan setiap anggota 
masyarakat dimana saja, maka adalah benar apabila kita bersama, 
mengusahakan pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan 
landasan dalam bersikap kehidupan dengan beragam cara, dan 
mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka 
yang terlibat dalam berbagai viktimisasi. 
3. Manfaat Viktimologi  
Dengan demikian manfaat yang diperoleh apabila suatu ilmu 
pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik 
                                                          
2Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Eresco, Bandung, Hal.25 
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yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu 
untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula 
pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, 
diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. 
Arif Gosita3 menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan 
mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 
etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha 
yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa  
penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini 
sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai 
macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung 
dalam eksistensi suatu viktisasi. 
c. Viktimilogi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat 
sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk 
keuntungan sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasikriminial, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
                                                          
3Arif Gosita. 2009. Masalah Korban Kejahatan. Universitas Trisakti, Jakarta. 
Hal.330 
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Pada dasarnya manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu : 
a. Manfaat yang berkenaaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum. 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana. 
c. Manfaat yangberkenaaandengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan 
permasalahan kejahatan, delikuensi, dan deviasi sebagai satu proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional 
 
B. Korban  
1. Pengertian Korban 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli 
maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas 
mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut : 
a. Arif Gosita: 
korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
 
b. Ralph de Sola: 
Korban (victim) adalah “person who has injured mental or 
physical suffering, loss of property or death resulting from an 
actual or attemted criminal by another”. 
 
c. Cohen:  
Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain and 
suffering have been neglectedby the state while it spends 
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immense resources to hunt down and punish the offender who 
responsible for that pain and suffering“. 
 
d. Muladi: 
Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau 
omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, 
dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan 
atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/ 
kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat 
atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami 
kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk 
mencegah viktimisasi4. 
2. Tipologi Korban Kejahatan  
Di dalam tipologi kejahatan dimensinya dapat di tinjau dari dua  
perspektif, yaitu: 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat 
Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.  
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu.  
                                                          
4Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. 2006. Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan, Antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, hal.43 
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c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan.  
d. Particapcingvictims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban.  
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri.  
 
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk yaitu : 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada di pihak korban.  
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 
itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan 
pelaku secara bersama-sama.  
c. Participacingvictims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan 
manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban 
kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak 
pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak 
dapat memberi perlindunga kepada korban yang tidak 
berdaya.  
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat.  
f. Self victimizing victims adalah koran kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.  
g. Political victims adalah korban karena lawan polotiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
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dipertnggungjawabkan kecuali adanya perubahan  konstelasi 
politik5. 
 
3. Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokankorban 
menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
perorangan (bukan kelompok). 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.  
d. No victimiazation, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan 
produksi6 
 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu Strafbarrfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WvSbelanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHPidana). 
Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan 
Strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
Menurut Adami Chazawi7:menerangkan bahwa: 
Di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaarfeit (Belanda). Istilah-istilah 
yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada 
maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah 
Strafbaarfeit antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, 
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak boleh dihukum 
                                                          
5Lilik Mulyadi. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana kriminologi dan Victimologi. 
Djambatan, Denpasar. Hal. 23 
6Dikdik, M.Arief, dan Gultom, Elisatris. 2006. Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan, Antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta. Hal.49 
7Adami Chazawi. 2008. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, 
Teori-teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum pidana) Bag. 1. Raja Grafindo 
Persada Jakarta. Hal.67 
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dan yang terakhir adalah perbuatan pidana Strafbaarfeit, terdiri dari 
tiga kata, yakni Strafbaar dan Feit.  Dari istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari Strafbaarfeit itu, ternyata straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh.Sementara itu, untuk kata 
feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
 
Secara  letterlijk,  kata “straf ” artinya  pidana, “baar” artinya  dapat  
atau boleh  dan  “feit”  adalah perbuatan. Sedangkan  dalam  bahasa  
belanda “feit” berarti sebagian dari suatu kenyataan dan “strafbaarfeit” 
dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di 
hukum adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam 
menerjemahkan Strafbaarfeit adalah istilah perbuatan pidana. 
Menurut Ahmad Ali 8: 
“Pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang 
semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-
undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di 
bidang hukum privat ataupun hukum public termasuk hukum 
pidana”. 
 
R. Abdoel Djamali9 menambahkan bahwa: 
“Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana  (delik) ialah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan 
hukum pidana”. 
 
Selanjutnya menurut Pompe10: 
Perkataan “Strafbaarfeit” itu secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai, “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
                                                          
8Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan 
Sosiologis). Toko Gunung Agung . Jakarta.Hal. 251 
9Djamali, Abdoel.. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo persada 
Jakarta.Hal.175 
10Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. 
Bandung. Hal.182 
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terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. 
 
Rusli Efendy11 merumuskan istilah peristiwa pidana dengan 
rumusan sebagai berikut :  
suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat 
dikenakan pidana atau hukum pidana, sebab saya memakai kata 
hukum pidana ialah ada hukum pidana tertulis dan ada hukum 
pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat). 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam 
unsur, yakni : (1) unsur-unsur subjektif, dan (2) unsur-unsur objektif. Unsur  
subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu apa 
yang ada dalam pikiran dan  hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana yaitu : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
2. Maksud atau voornemen pada satu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHPidana. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti, kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan . 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan 
menurut pasal 340 KUHPidana 
5. Perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana pasal 308 
KUHPidana. 
 
Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur 
objektif dari suatu tindak pidana yaitu : 
 
                                                          
11Rusli Effendy, dkk. 1991. Teori Hukum. Hasanuddin University Press, Ujung 
Pandang. Hal.52 
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1. Sifat melanggar hukum, 
2. Kualitas dari sipelaku,  
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Menurut Moeljatno 12 untuk adanya perbuatan pidana harus ada 
unsur-unsur yang meliputi : 
a. Adanya Perbuatan, 
b. Yang dilarang (aturan hukum), 
c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar). 
Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi 
pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-
undang. 
 
D. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari 
perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk 
masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut 
SaparinahSadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang 
nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari 
kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan 
                                                          
12Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. 
Bandung.hal. 194 
18 
individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau 
potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian 
kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan 
masalah sosial. Malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “the 
oldest social problem”.13 
Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana.Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.14 
Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan dari sudut 
pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup di dalam masyarakat.15 
Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi16: 
Menurut W.A. Bonger: 
kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar 
mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan 
kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal 
definition) mengenai kejahatan. 
 
Menurut Thorsten Sellin, bahwa: 
hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan 
dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-
kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan 
(conduct norms), karena konsep norma perilaku yang mencakup 
setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak 
merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta 
                                                          
 13Muladi, BardaNawawiArief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, 
Bandung.Hal. 148 
 
14AS. Alam, 2010, “Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi Books, 
Makassar.hal.16 
15A. S. Alam, Op. Cit, Hlm. 17 
16Yesmil Anwar, Adang, 2010, Kriminologi, Bandung. PT. RefikaAditama. Hal.178 
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tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus 
terkandung didalam hukum pidana. 
 
Menurut Sue Titus Reid: 
kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini 
seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, 
melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertinda. 
Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan 
sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk 
bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat 
jahat (criminal intent/means rea). 
 
Menurut Sutherland: 
kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena 
merugikan, terhadapnya neara bereaksi dengan hukuman sebagai 
upaya untuk mencegah dan memberantasnya. 
 
Menurut Richard Quinney: 
kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang 
diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang 
secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil 
rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh 
orang lain, dengan demikian kejahatan merupakan sesuatu yang 
diciptakan. 
 
2. Teori-teori Penyebab Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus 
memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif 
maupun dengan pendekata kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi 
dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini 
belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar 
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atau lebih  kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, 
dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu 
secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang 
belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic17 mengemukakan, 
Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu : 
a. faktor personal, temasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecorobohan, dan keterasingan), dan  
b. faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Berdasarkan penelitiannya, 
Lombrosso18 mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu : 
1. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.  
2. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.   
3. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
                                                          
17Weda. Made Dharma. 1996. Kriminologi. Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 76 
18AS.Alam, 2010, “Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 
Hal.36 
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mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals). 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.  
Meskipun teori Lombrosso dianggap sederhana dan naïf untuk saat 
ini. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa 
sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal is born not made”. 
Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu: 
1. penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbedabeda,  
2. tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung 
yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap 
rasa sakit, tanda ada bersamaan jenis tipe penjahat,  
3. tanda–tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan 
tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan 
pembaharuan sejak lahir,  
4. karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar 
dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan 
kesempatan tidak memungkinkan, dan 
5. penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks 
dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
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Goddart19, setiap penjahat adalah orang yang feeble mindedness (orang 
yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak dapat pula menilai 
akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak merupakan pembawaan 
sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. Gangguan 
emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini 
lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian seseorang yang 
berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetap akan 
menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-situasi sosial. 
Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :20 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
2. Cultural deviance (peyimpangan budaya) 
3. Social control (kontrol sosial) 
Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (socialforces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie 
beranggapa bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat 
nilai-niai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan 
ekonomi.Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
                                                          
19Weda. Made Dharma. 1996. Kriminologi. Grafindo Persada. .Jakarta: 18 
20A.S. Alam, 2010, “Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 
Hal.45 
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sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, 
seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain.Mereka menjadi 
frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah 
(illegitimate means). 
a. Teori-teori anomie 
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan 
melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata 
lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat 
bagaimana ia berfungsi. Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan 
manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan 
organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah 
anomie sebagai sebagaihancurnya keteraturan sosial sebagai akibat 
hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Anomie dalam teori Durkheim 
juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis 
(memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan 
pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku 
menyimpang dalam pergaulan masyarakat. 
 
2) Robert Merton 
Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi 
anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak 
diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) 
tetapi oleh social structure (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-
tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang 
merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap 
masyarakat, yaitu: 
1) Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini berharga 
untuk diperjuangkan. 
2) Institutionalized meansatau accepted waysuntuk mencapai 
tujuan itu.  
Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga 
suatu cita-cita (goals) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang 
umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk 
mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-
cara (means) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh 
seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang 
mencapai cita-cita dimaksud melalui legitimated means (mematuhi 
hukum). Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-
cita dimaksud melalui cara yang melanggar undangundang (illegitimated 
24 
means). Pada umumnya, mereka yang melakukan illegitimated means 
tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. 
 
b. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories) 
Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Cultural deviance theories memandang 
kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. 
Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan 
benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah: 
a. Social disorganization 
b. Differential association 
c. Cultural conflict 
Social disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan 
dengan disintegrasi nilai-nilai kovensional yang disebabkan oleh 
industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.Differential 
association theory yang dicetus oleh Sutherland bermakna bahwa 
pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan 
masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi 
penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara 
yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini 
disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan 
kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi 
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posesifnya. Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat 
dengan ciri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering 
terjadi pertemuan norma-norma dari berbagi daerah yang satu sama lain 
berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. 
Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. 
Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan 
(clash). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi 
budaya yang berbedabeda, masing-masing memiliki perangkat conduct 
norms-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat 
homogeny atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks dimana 
sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembangsecara konstan dan 
norma-norma seringkali tertinggal. 
c. Teori kontrol sosial (Control social theory) 
Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang 
membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara teori 
kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan dan 
kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 
sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. Travis Hirschi telah memberikan suatu gambaran yang jelas 
mengenai konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan 
Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan 
berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat 
bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-
penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi 
untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa 
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penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya 
keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. 
Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat unsur 
yaitu : 
a. Attachment (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada (orang 
tua), sekolah atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau 
menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. 
b. Involvement (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar 
tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lainlain. Cenderung 
menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan. 
c. Commitment (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu 
investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk 
pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang 
wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.  
d. Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur yang 
mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik 
dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang 
menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan 
adanya kewajiban moral untuk menaatinya. 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainya. 
Perspektif label di artikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi  anggota-anggota tertentu 
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pada masyarakatnya21.Menurut Tanenbaum22 kejahatan tidak sepenuhnya 
merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang tetapi dalam 
kenyataanya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikn dirinya dengan 
kelompoknya.Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan 
adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari niali-nilai sosial, aspek 
budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang 
terdapat dalam setiap masyarakat23 aspek budaya dan faktor struktual 
merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat.  
Oleh karena itu, kedua element tersebut bersifat dinamis sesuai 
dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, 
kedua element tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar 
seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen 
yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
masyarakat. Dengan demikian, maka nilai–nilai sosial pun akan bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktual 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya di 
                                                          
21Dirjosisworo, Soedjono. 1983. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Mandar Maju. 
Bandung. Hal.125 
22Atmasasmita, Romli. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi. 
Mandar Maju. Bandung. Hal.38 
23Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Eresco. Bandung. Hal.37 
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rumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkanya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan.Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
bermasyarakat yang tenang dan damai.Menyadari tingginya tingkat 
kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula 
perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku 
kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari 
usaha penanggulangan kejahatan tersebut. 
Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :24 
a. Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-
Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
b. Preventif 
Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
                                                          
24A.S. Alam, 2010, “Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 
Hal.79 
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c. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman.  
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan 
kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 
mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup 
kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun 
melaui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit.Dalam 
pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. 
Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang yang 
dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat25. 
Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab 
dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi 
pencegahan kejahatan yang mendasar. 
                                                          
25Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hal.114 
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Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
 
E. Pencurian dengan Kekerasan 
1. Pencurian 
Rumusan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana26 
sebagai berikut  : 
Pasal 362 :   
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki 
barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.900,-“. 
 
Merumuskan unsur-unsur pencurian sebagai berikut : 
a. Perbuatan mengambil ; 
b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang ; 
c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain ; 
                                                          
26R.Soesilo. 1993.Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus. 
Politeia. Bogor. Hal.249. 
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d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum atau 
melawan hak ; 
R. Soesilo27mengemukakan, bahwa: 
barang merupakan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula 
binatang (manusia tidak termasuk) misalnya; uang, baju, kalung, 
dan segalanya. Dalam pengertian barang masuk pula Daya Listrik 
dan Gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri lewat kawat 
atau pipa. Barang ini tidak perlu harga ekonomis. Oleh karena itu 
mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) 
tanpa izin wanita itu maka disebut pencurian meskipun dua helai 
rambut itu tidak ada harganya. 
 
Moch. Anwar 28 tentang barang, yaitu: 
barang sebagai suatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan 
ekonomi dari seseorang. Pengertian barang mengalami 
perkembangan yaitu : Semua barang yang ditafsirkan sebagai 
barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan barang 
bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari 
harta benda seseorang.Berdasarkan pada Pasal 162 Naskah 
Rancangan KUHPidana29 memberikan pengertian barang sebagai 
barang termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, 
uang, jiral, data dan program komputer dan jasa serta jasa telepon, 
jasa telekomunikasi dan jasa komputer. 
 
1. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain walaupun hanya sebagian. Jadi sebagian dari kepunyaan 
orang lain dapat menjadi obyek pencuri walaupun sebagiannya 
lagi adalah kepunyaan pelaku. 
a) Barang yang menjadi kepunyaan pelaku tidak dapat menjadi 
obyek pencurian, contohnya : bila seseorang mengambil 
uang disebuah laci, padahal tanpa pelaku ketahui uang 
tersebut adalah milik pelaku sendiri. 
                                                          
27R. Soesilo. 1993. Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus. 
Politeia. Bogor. Hal. 250 
28Moch. Anwar. 1994. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1. 
Pradnya Pramita. Jakarta. Hal.19 
29_________. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Politeia.Bogor. Hal. 5 
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b) Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek 
pencurian (Res Natulis), misalnya : air yang mengalir 
disungai, udara yang bertiup dan sebagiannya. Demikian 
pula barang yang telah dibuang pemiliknya (Res Derelictae) 
juga tidak dapat menjadi obyek pencurian, misalnya : sendal 
yang dibuang ditempat sampah.  
2. Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk 
memiliki barang itu sendiri dengan melawan hukum atau 
melawan hak. 
Untuk dapat dituntut sebagai delik pencurian adalah pengambilan 
itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang itu 
secara melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Moch. 
Anwar 30 mengemukakan sebagai berikut :  
Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan 
diatas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu 
seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, 
maksudnya memiliki barang bagi diri sendiri tersendiri wujud dalam 
bebagai jenis perbuatan, yaitu : menjual, memakai, memberikan 
kepada orang lain, menggandakan, menukarkan, mengubahnya 
dan sempat dipergunakan, menukarkan itu belum sempat 
dipergunakan, misalnya tertangkap lebih dahulu karena kejahatan 
pencurian telah terlaksana dengan selesainya perbuatan 
mengambil barang. 
 
Unsur melawan hukum dalam delik pencurian dinyatakan dengan 
tegas, dengan demikian tidak dapat dibuktikan unsur tersebut akan 
menyebabkan Hakim memutus bebas. Moch. Anwar 31 mengemukakan 
bahwa: 
                                                          
30Moch. Anwar. 1994. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1. 
Pradnya Pramita. Jakarta. Hal.19 
31Anwar, Moch. 1994. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1. 
Pradnya Pramita. Jakarta. Hal. 17 
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perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan 
barang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang 
mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi 
hal ini tidak selalu demikian hingga tidak perlu disertai akibat 
dilepaskan dari kekuasaan pemilik. 
 
R. Soesilo32 berpendapat, bahwa: 
mengambil merupakan perbuatan mengambil berarti untuk 
dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut 
belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya 
sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi 
penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Pengambilan (Pencurian) itu 
sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah 
pindah tempat, bila orang itu baru memegang saja barang itu dan 
belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan 
mencuri akan tetapi mencoba mencuri. 
 
2. Pencurian Dengan Kekerasan  
Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana pencurian maka 
sebelum mendefinisikan pengertian pencurian dengan kekerasan maka 
harus dibahas dahulu mengenai pengertian kekerasan. Moch. Anwar 33 
yang merumuskan arti dari kekerasan adalah sebagai berikut : setiap 
perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan (tenaga 
badan adalah kekuatan fisik). Pendapat R. Soesilo 34 dalam mengartikan 
kekerasan adalah menggunakan tenaga phisik atau jasmaniah tidak kecil 
secara tidak syah.  
Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan didalam 
KUHPidana dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat 
dilihat pada pembagian tindak pidana yang ada didalam KUHPidana 
dibagi menjadi dua yaitu : kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam 
                                                          
32Soesilo, R. 1993. Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus. 
Politeia. Bogor. Hal. 250 
33Ibid. hlm. 25 
34Ibid.hlm.98 
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buku II dan Buku III KUHPidana. Menurut KUHPidana dalam pasal 89 
yaitu yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat 
orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dari berbagai pendapat di atas 
maka penulis menarik kesimpulan, yang dimaksud dengan kekerasan 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu tenaga atau 
kekuatan yang lebih dari biasanya dan menyebabkan orang pingsan atau 
membuat orang tidak berdaya.  
Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat 
macam yaitu :  
a. Kekerasan legal  
Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Misalnya : 
tentara yang melakukan tugas dalam peperangan  
b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi Suatu faktor 
penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan 
atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya : tindakan kekerasan 
seorang suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.  
c. Kekerasan rasional  
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak 
ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional 
dalam kontek kejahatan. Misalnya : lalu lintas narkotika.  
d. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrational violence) 
Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih 
dahulu tanpa memperlihatkan motiavasi tertentu dan pada 
umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. 
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Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan ini diatur di 
dalam Buku II pasal 365 KUHPidana 35adalah :  
1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya, sembilan tahun 
dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau 
jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi 
dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan 
kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang 
dicuri itu tetap ada di tangannya. 
2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:  
- Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau 
dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang 
sedang berjalan.  
- Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang 
atau lebih.  
- Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan 
itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
- Jika perbuatan itu menimbulkan akibat luka berat pada 
seseorang. 
                                                          
35Soesilo, R. 1993. Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik-delik Khusus. 
Politeia. Bogor hal. 253 
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3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika 
perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.  
4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan 
itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 
lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 
no. 1 dan 3.  
Dari perumusan pasal 365 KUHPidana tersebut di atas, dapatlah 
disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari 
ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Unsur-unsur obyektifnya :  
Pencurian dengan :  
- Didahului  
- Disertai  
- Diikuti  
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. 
2) Unsur-unsur subyektifnya :  
Dengan maksud untuk : 
1. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,  
2. Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi 
diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :  
- Untuk melarikan diri  
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- Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang 
dicurinya.  
Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHPidana: 
Ayat (1) disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:  
Pidana penjara paling lama Sembilan tahun dijatuhkan, apabila 
perbuatan tersebut, didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau 
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang 
yang dicurinya. 
 
Ayat (2) memuat :  
Pidana penjara paling lama dua belas tahun : 
1. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, ataudi jalan 
umum,atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.  
2. Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih dengan 
bersekutu.  
3. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :  
- Membongkar 
- Memanjat  
- Merusak  
- Anak kunci palsu  
- Pakaian jabatan palsu  
4. Mengakibatkan luka-luka berat.   
Ayat (3) memuat :  
Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat 
matinya seseorang. 
 
Ayat (4) memuat : 
Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 
selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu : 
1. Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat 
matinya seseorang dan,  
2. Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dan  
3. Disertai salah satu masalah tersebut dalam no. 1 dan no. 3 ayat 
(2) :  
a. Pada waktu malam dalam sebuah rumah dalam pekarangan 
tertutup dimana berdiri sebuah rumah di :  
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- Di jalan umum.  
- Di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak.  
b. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :  
- Membongkar  
- Memanjat  
- Memakai anak kunci palsu - Memakai perintah palsu 
atau  
- Memakai pakaian jabatan palsu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian  
Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau 
dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 
Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karene 
dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-
bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau 
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan 
empiris (hukum sebagai sosial, kultural atau das sein), karena dalam 
penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer. 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dalam pihak terkait untuk 
memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan 
judul penulis. 
2. Data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
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relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui 
perpustakaan atau dekomentasi pada instansi terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data 
yaitu  
1. Penelitian Lapangan (Field Research). 
Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data 
yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang 
berkaitan dengan judul yang ditulis. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research). 
Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 
memberikan gambaran secara jelas. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus 
memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya 
kejahatan. Rumusan ini berdasarkan teori interaksi dan perspektif 
interaktif dengan memperhatikan hubungan antar semua fenomena yang 
ada yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi (relationship 
criminology). Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan 
pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan 
peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu secara 
langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu 
sama pada korban. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan 
dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu 
dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat 
dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan 
lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan 
fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban 
dikatakan bertanggung jawab. Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu 
kejahatan, pihak korban selaku partisipan utama memainkan peranan 
penting bahkan setelah kejahatan dilakukan. 
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A. Bagaimana peranan korban terhadap kejahatan pencurian 
dengan kekerasan di wilayah Polsek Panakukang Makassar 
Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan 
yaitu yang pertama adalah adanya niat dari pelaku dan yang kedua 
adalah adanya kesempatan. Niat merupakan suatu faktor yang berasal 
dari diri pelaku sebelum ingin menjalankan aksinya. Faktor ini biasanya 
merupakan faktor yang dikategorikan sebagai faktor internal dari pelaku 
dikarenakan berasal dari dalam diri pelaku. Lain halnya dengan niat, 
kesempatan adalah suatu faktor yang justru tidak berasal dari dalam diri 
pelaku melainkan berasal dari dalam diri korban (internal korban). 
Berdasarkan hasil wawancara penulis terjadinya suatu tindak pidana 
pencurian peran korban sebagai pihak yang dirugikan justru seringkali 
menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana 
khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan responden 
NURUL HUDA. Dengan adanya suatu tindakan atau tingkah laku korban 
tersebut maka pelaku yang awalnya tidak memiliki niat, justru menjadi 
berniat untuk menjalankan aksinya dikarenakan adanya tindakan korban 
yang “memancing” niat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan penulis dengan melakukan wawancara dengan responden 
adapun kronologis perkara yaitu Pada hari minggu tanggal 10 juli 2016 
sekitar pukul 23.30 wita, korban sedang mengendarai sepeda motor 
seorang diri dari jalan racing centre ke jalan Abd.Dg.Sirua 
Kec.Panakukkang kota Makassar sehabis membeli obat, kemudian tiba-
tiba pelaku berteman berboncengan sepeda motor datang dari arah 
belakang samping kiri korban kemudian pelaku yang membonceng 
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langsung merampasa dompet milik korban yang saat itu korban simpan di 
laci depan sebelah kiri sepeda motor yang korban korban kendarai, 
kemudian setelah pelaku berhasil menguasai dompet korban maka pelaku 
berusaha kabur dengan membawa dompet korban namun sepeda motor 
pelaku berteman mogok sehingga korban mendekati teman pelaku untuk 
meminta agar dompet korban dikembalikan dengan mengatakan 
“dompetku...dompetku..” tetapi pelaku yang membonceng langsung berlari 
meninggalkan sepeda motor serta temannya dari tempat kejadian maka 
korban pun berteriak “ jambret “ kemudia korban dan warga sekitar 
mengejar pelaku dan berhasil di tangkap, namun teman pelaku berhasil 
kabur dengan mengendarai sepeda motornya ke arah jalan racing centre 
kota Makassar, sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkannya ke 
kantor Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut, Bahwa pelaku 
berteman melakukan pencurian terhadap 1 (satu) dompet warna coklat 
berisi uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan beberapa 
surat-surat penting lainnya milik korban maka korban tidak melakukan 
perlawanan apapun terhadap pelaku karena takut terhadap pelaku 
sehingga korban menjelaskan bahwa kerugian korban atas kejadian 
pencurian tersebut di atas korban perkirakan sekitar Rp.2.500.000.- (dua 
juta lima ratus rupiah), maka rumusan masalah pertama yaitu 
bagaimanakah peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Panakkukang  
dapat terjawab. Terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di Kota Makassar terkhususnya di wilayah Polsek 
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Panakkukang banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal korban itu 
sendiri seperti menaruh dompet di saku motor korban dan juga korban 
keluar pada larut malam pada jam 23:30,  dan tempat korban menaruh 
dompetnya di tempat yanng mencolok yang sangat mengundang pelaku 
untuk melakukan sebuah tindak kejahatan pencurian. Tindakan yang juga 
banyak dilakukan oleh responden selaku korban kejahatan pencurian 
dengan kekerasan adalah dengan “bermain” handphone pada saat berada 
di atas motor, padahal tindakan ini justru sangat berbahaya karena dapat 
menghilangkan tingkat waspada kita terhadap keadaan sekitar 
dikarenakan fokus terhadap handphone.Berdasarkan hasil penelitian 
terdapat beberapa kesamaan kronologis dan modus yang dialami oleh 
korban seperti kelalaian, kurang hati-hati dalam memegang barang 
bawaan dan kurang waspada terhadap keadaan sekitar yaitu sebesar 
80% dari total keseluruhan kejadian dimana kaum perempuan menjadi 
target utama dari aksi pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota 
Makassar. Selain itu lokasi kejadian yang menjadi tempat yang paling 
banyak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 
Makassar adalah ruangan terbuka seperti jalan umum dan dilakukan pada 
waktu malam hari, Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan 
mewawancarai pihak kepolisian dan salah satu korban, selai itu pula 
penulis melakukan langkah observasi dengan cara mengamati perilaku 
masyarakat di jalanan dan ikut naik di angkutan kota yang mana kita 
ketahui maraknya terjadi pencurian disertai kekerasan di angkutan kota, 
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan 
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menggenakan pakaiaan yang mencolok seperti memakai perhiasan 
secara berlebihan dan membawa barang-barang berharga di tempat yang 
tidak seharusnya masih sering kita jumpai secara langsung. Tindakan 
seperti ini juga merupakan tindakan yang justru dapat menyebabkan 
dirinya menjadi korban pencurian dengan kekerasan. 
Jika kita kaitkan dengan rumusan masalah pertama yaitu 
bagaimana peran korban terjadinya tindak kejahatan pencurian disertai 
kekerasan maka bisa kita simpulkan bahwa korban mempunyai andil yang 
cukup besar pula dalam terjadinanya suatu tindak kejahatan pencurian 
dengan kekerasan penulis teringat pendapat responden dari pihak 
kepolisian yang menyebut istilah participatting victims, dan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan penulis, pihak yang menjadi korban tindak 
kejahatan pencurian dengan kekerasan berasal dari kaum wanita atau 
dikatakan oleh responden sebagai biologically weak victims, hall itu 
dikarenakan kondisi fisik dari korban terkhususnya dari pihak perempuan 
sangat potensial untuk terjadinya suatu kejahatan pencurian dengan 
kekerasan. 
 Tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan suatu 
kejahatan yang paling marak terjadi di wilayah Polsek Panakkukang  
Makassar, penulis memperoleh data yang membuktikkan bahwa sebuah 
tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan itu merupakan suatu tindak 
kejahatan yang paling sering terjadi selain tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor. 
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JTP PTP JTP PTP
1 PEMBUNUHAN 2 1
501 21 PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR 399 51
65 31 PENCURIAN BERAT 57 28
25 42 PENGANIAYAN BERAT 15 22
106 16 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN 136 44
11 15 PSYKOTROPIKA 11 12
21 43 PENIPUAN 23 50
34 56 PENGGELAPAN 36 52
40 115 PWNGANIAYAAN BIASA 37 77
4 KEKERASAN TERHADAP ANAK 4 8
11 17 PENGRUSAKAN 5 13
9 20 KEKERASAN RUMAH TAGGA 4 25
40 50 BAWA SENJATA TAJAM 37 51
3 21 PENGANCAMAN 2 28
2 BAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR
12 2 PENCURIAN MOBIL 6 1
1 PERZINAHAN 5
1 1 PEMALSUAN SURAT/MERK 1 1
2 15 PENGHINAAN 5
2 PEMERASAN 1
8 PENADAHAN 4
4 PENCEMARAN NAMA BAIK 4
1 6 PERJUDIAN 4 5
2 8 LAIN-LAIN KEJAHATAN/PELANGGARAN 4 15
14 BUAT PERASAAN TAK SENANG 11
1 KEBAKARAN 1 1
1 1 KARENA LALAINYA ORANG MENINGGAL 15
1 1 ABORSI 3
2 PEMERKOSAAN 1 1
2 PENEMUAN MAYAT
1 1 TRAFFICKING 
BOM MOLOTOV 1 2
PERBUATAN CABUL 1 3
MENYEBABKAN ORANG LUKA 1
PERAMPASAN MOBIL 1
1111 611 JUMLAH 1008 601
2014
JENIS TINDAK PIDANA
2015
 
Tabel 1. Jumlah Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota 
Makassar yang dilaporkan 
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Data diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di kota Makassar khususnya daerah Panakkukang pada 
umumnya mengalami peningkatan kurun 1 tahun terakhir ini yang terjadi 
di daerah kecamatan Panakkukang yang pada tahun 2014 terjadi kasus 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berjumlah 106 kasus 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan lalu meningkat ditahun 
selanjutnya yaitu tahun 2016  hingga mencapai 136 kasus berbanding 
terbalik dengan yang terjadi ditahun 2013-2014 yang justru mengalami 
penurunan sehingga masalah-masalah penyebab kejahatan ini selalu 
patut untuk dipertanyakan. 
  
4
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Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus Tahun 2014 
 MASA
LE
 KRAM
PUAN
G
TELLO 
BARU 
SINRI 
JALA
KARW 
UTARA
TAMA 
MAUNG
PAND
ANG
PAMP
ANG
PAROP
O
PNAIK
ANG
KARWI
SI
1 PEMBUNUHAN 1 1
2 CURI KERAS 5 2 1 2 2 2 2 16
3 CURI BERAT 6 3 1 1 1 4 3 2 5 4 1 31
4 CURI MOTOR 5 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 21
5 ANIAYA BERAT 8 2 3 2 3 7 2 2 4 6 3 42
6 PSYKOTROPIKA 4 1 1 2 3 2 2 15
7 PENGANIAYAAN BIASA 22 5 5 2 6 14 11 18 11 13 9 115
8 PENIPUAN 11 2 2 1 3 6 2 6 4 4 2 43
9 PENGGELAPAN 11 4 3 2 3 6 6 4 8 6 3 56
10 PENCURIAN BIASA 19 8 6 2 5 12 7 5 11 9 5 89
11 PERJUDIAN 2 1 1 1 1 6
12 PENGRUSAKAN 4 2 1 1 3 2 1 2 1 17
13 BAWA BADIK/BUSUR 12 5 2 1 2 7 3 8 6 2 2 50
14 PEMERKOSAAN 1 1 2
15 PENGANCAMAN 4 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 21
16 PEMALSUAN SURAT 1 1
17 BUAT PERASAAN TAK SENANG 2 1 1 2 2 2 2 1 1 14
18 PENADAHAN 2 1 2 1 1 1 8
19 PEMERASAN 1 1 2
20 PERZINAHAN 1 1
21 PENGHINAAN 1 2 1 1 4 1 1 1 1 15
22 KDRT 4 2 1 1 2 3 2 2 2 1 20
23 PENCEMARAN NAMA BAIK 1 1 1 1 4
24 BAWA LARI PEREMPUAN 1 1 2
25 PENCURIAN MOBIL 1 1 2
26 KEKERASAN TERHADAP ANAK 1 1 1 1 4
27 KRN LALAINYA ORG LAIN MENINGGAL 1 1
28 PENEMUAN MAYAT 1 1 2
29 LAIN KEJAHATAN 2 1 1 1 2 1 8
30 ABORSI 1 1
31 TRAFFICKING 1 1
JUMLAH 129 45 30 14 33 86 51 60 69 62 31 611
No JENIS TINDAK PIDANA
KELURAHAN
JML KET
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Tabel 3. Data Penyelesaian Kasus Tahun 2015 
 MASA
LE
 KRAM
PUAN
G
TELLO 
BARU 
SINRI 
JALA
KARW 
UTARA
TAMA 
MAUN
G
PANDA
NG
PAMPA
NG
PAROP
O
PNAIK
ANG
KARWI
SI
1 PEMBUNUHAN 1 1 2
2 CURI KERAS 8 7 2 1 3 7 2 4 6 3 1 44
3 CURI BERAT 10 2 1 1 4 3 1 3 2 1 28
4 CURI MOTOR 9 6 3 1 2 7 4 5 7 5 2 51
5 ANIAYA BERAT 3 2 1 1 2 4 2 2 2 2 1 22
6 PSYKOTROPIKA 2 2 1 2 3 1 1 12
7 PENGANIAYAAN BIASA 13 7 5 2 6 12 5 7 7 8 5 77
8 PENIPUAN 9 3 4 2 4 7 4 3 6 5 3 50
9 PENGGELAPAN 13 5 2 3 10 4 4 5 4 2 52
10 PENCURIAN BIASA 17 7 4 2 6 10 5 6 7 7 4 75
11 PERJUDIAN 2 1 1 1 5
12 PENGRUSAKAN 3 2 1 1 2 1 1 1 1 13
13 BAWA BADIK/BUSUR 7 5 3 3 3 8 4 5 4 4 3 51
14 PENGANCAMAN 4 2 2 3 2 5 3 2 2 1 2 28
15 PEMERKOSAAN 3 3
16 PEMALSUAN SURAT 1 1
17 PENGHINAAN 1 1 1 1 1 5
18 KDRT 4 4 2 3 4 2 2 2 2 1 26
19 KEKERASAN TERHADAP ANAK 2 1 1 1 2 1 8
20 PENCURIAN MOBIL 1 1
21 LAIN KEJAHATAN/GAR 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 15
22 PERBUATAN CABUL 1 1 1 3
23 BOM MOLOTOV 1 2 2
24 KEBAKARAN 1 1
25 BUAT PERASAAN TAK SENANG 2 2 1 2 2 1 1 11
26 PENADAHAN 1 1 1 1 4
27 MENYEBABKAN ORANG LUKA 1 1
28 PEMERASAN 1 1
29 PERAMPASAN MOBIL 1 1
30 PERZINAHAN 1 1 1 1 1 5
31 PENEMUAN MAYAT 1 1
32 PENCEMARAN NAMA BAIK 2 1 1 4
JUMLAH 121 61 31 20 42 91 48 53 55 52 27 601
No JENIS TINDAK PIDANA
KELURAHAN
JML KET
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 Dari data tahun 2014-2015 berdasarkan table di atas menunjukkan 
bahwa korban yang melaporkan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dialami sejumlah korban mayoritas lebih banyak yang 
memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan jika, kita membandingkan penyelesaian tindak pidana dan 
jumlah tindak pidana pada table 1 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 
dari tahun 2014 hingga 2015 penyelesaian tindak pidana atau disingkat 
PTP tidak pernah menyentuh angka 50%, hal ini terjadi karena para 
korban beranggapan bahwa melapor ke polisi hanya akan membuang-
buang waktu, dan mereka juga beranggapan pada akhirnya barang 
mereka tidak akan kembali sekalipun mereka melaporkan kepada pihak 
kepolisian. Akibat dari hal itu, maka tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di kota Makassar dapat dikategorikan kejahatan terselubung 
(hidden crime).  
 Seperti diketahui, ada beberapa bentuk kejahatan terselubung. 
Pertama, kejahatan itu pada umumnya tidak dilaporkan kepada pihak 
berwenang. Apakah karena kurangnya kepercayaan kepada pihak yang 
berwenang atau jika dilaporkan justru tidak menyelesaikan masalah, dan 
urusan menjadi berbelit-belit. Kedua, berkaitan dengan system, struktur 
dan birokrasi, sehingga korban kejahatan merasa tidak ada untungnya jika 
mempersoalkan kejahatan yang menimpah dirinya, bahkan merugi. 
Artinya, persoalan yang akan diurus dan dihadapi kadang-kadang tidak 
sebanding dengan kerugian yang diderita seseorang. Seperti halnya 
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dengan korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu yang 
dimaksud dalam skripsi ini. 
 Peranan korban kejahatan seperti ini justru menyebabkan pelaku 
seakan dapat leluasa melakukan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan di kota Makassar secara berulang-ulang, dikarenakan 
kurangnya laporan yang diterima oleh pihak berwenang sehingga secara 
langsung juga berpengaruh terhadap jumlah pihak atau pelaku yang dapat 
ditangkap oleh pihak kepolisian. Akan tetapi hal seperti ini bukan 
tanggung jawab korban sepenuhnya dikarenakan perlu adanya upaya 
pemerintah untuk memperbaiki system tersebut sehingga korban selaku 
pihak yang dirugikan juga dapat mendapatkan hak-hak yang berkenan 
dengan dirinya, sehingga diperlukan suatu kerjasama yang baik diantara 
kedua bela pihak tersebut. Dengan jaminan memperoleh hak-hak, maka 
korban selaku pihak yang dirugikan  tidak akan mengalami kerugian yang 
lebih banyak dikarenakan adanya perlakuan yang dilakukan oleh pihak 
yang berwenang untuk melindungi hak-hak dari warag negaranya. 
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Tabel 4. Data Kerawanan Daerah Tahun 2014 
 MAS
ALE
 KRAM
PUANG
TELLO 
BARU 
SINRI 
JALA
KARW 
UTARA
TAMA 
MAU
NG
PAN
DAN
G
PAM
PAN
G
PAR
OPO
PNAI
KAN
G
KAR
WIS
I
1 PEMBUNUHAN
2 CURI KERAS 28 15 2 4 7 14 12 1 17 4 2 106
3 CURI BERAT 13 4 7 1 4 9 7 3 4 9 4 65
4 CURI MOTOR 77 53 22 8 18 92 65 47 54 46 19 501
5 ANIAYA BERAT 4 3 2 1 5 1 3 3 3 25
6 PSYKOTROPIKA 1 1 1 1 3 2 2 11
7 PENGANIAYAAN BIASA 18 1 2 1 3 3 1 3 3 4 1 40
8 PENIPUAN 6 2 1 1 2 2 2 1 2 2 21
9 PENGGELAPAN 8 5 2 3 3 4 3 1 2 3 34
10 PENCURIAN BIASA 59 28 12 8 17 34 23 8 15 16 4 224
11 PERJUDIAN 1 1
12 PENGRUSAKAN 2 1 2 4 2 11
13 BAWA BADIK/BUSUR 6 2 5 2 2 3 6 5 6 2 40
14 PENGANCAMAN 1 1 1 3
15 UANG PALSU 1 1
16 PEMALSUAN SURAT 1 1
17 PENGHINAAN 1 1 2
18 KDRT 2 1 2 2 1 8
19 KECELAKAAN KERJA 1 1
20 PENCURIAN MOBIL 3 1 1 1 3 1 1 1 12
21 LAIN KEJAHATAN/PELANGGARAN 1 1 2
22 KEBAKARAAN 1 1
23 ABORTUS 1 1
24 TRAFICKING 1 1
JUMLAH 230 117 56 28 59 171 123 84 106 100 37 1111
No JENIS TINDAK PIDANA
KELURAHAN
JML KET
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Tabel 5. Data Kerawanan Daerah Tahun 2015 
 MAS
ALE
 KRAM
PUANG
TELLO 
BARU 
SINRI 
JALA
KARW 
UTARA
TAMA 
MAU
NG
PAN
DAN
G
PAM
PAN
G
PAR
OPO
PNAI
KAN
G
KAR
WIS
I
1 PEMBUNUHAN 2 2
2 CURI KERAS 27 22 9 4 8 15 11 2 19 8 4 136
3 CURI BERAT 4 7 8 2 3 13 5 5 2 5 57
4 CURI MOTOR 53 48 23 7 17 52 43 22 47 38 17 399
5 ANIAYA BERAT 2 4 1 2 1 1 1 2 15
6 PSYKOTROPIKA 3 2 3 1 1 11
7 PENGANIAYAAN BIASA 7 3 5 1 1 3 3 2 1 5 2 37
8 PENIPUAN 9 1 2 1 1 4 1 2 23
9 PENGGELAPAN 15 3 2 3 3 3 2 1 1 36
10 PENCURIAN BIASA 48 21 9 10 13 30 25 14 16 14 8 220
11 PERJUDIAN 1 1 1 4
12 PENGRUSAKAN 1 2 5
13 BAWA BADIK/BUSUR 9 3 2 1 7 3 1 3 2 5 37
14 PENGANCAMAN 1 1 2
15 PEMERKOSAAN 1 1
16 PEMALSUAN SURAT 1 1
17 PENGHINAAN 0
18 KDRT 1 1 1 1 4
19 KEKERASAAN TERHADAP ANAK 1 2 1 4
20 PENCURIAN MOBIL 1 1 1 1 1 7
21 LAIN KEJAHATAN/PELANGGARAN 1 1 1 4
22 PERBUATAN CABUL 1 1
23 BOM MOLOTOV 1 1
24 KEBAKARAN 1 1
JUMLAH 198 117 66 27 52 137 103 59 108 88 53 1008
No JENIS TINDAK PIDANA
KELURAHAN
JML KET
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Berdasarkan tabel data kerawanan daerah Panakkukang Makassar  
tahun 2014-2015 bisa kita lihat bahwa terdapat 11 kelurahan yang 
berbeda jumlah tindak pidananya pada masing-masing kelurahan. Dari 
data yang didapatkan penulis, ada beberapa kelurahan yang diketahui 
tingkat kasus pencurian dengan kekerasan terhitung tinggi di wilayah 
kecamatan Panakkukang Makassar. Untuk jumlah keseluruhan kasus 
tindak pidana yang terjadi terdapat 1.111 kasus tindak pidana di tahun 
2014 dan 1.008 di tahun 2015, tetapi fokus utama penulis tertuju pada 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah 
kecamatan Panakkukang Makassar. 
Terkhusus pada beberapa kelurahan di kecamatan Panakkukang 
Makassar yang dimaksudkan penulis seperti yang dijelaskan di atas, yaitu 
ialah kelurahan Masale, Krampuang dan Paropo. Yang juga kita ketahui 
tiga daerah tersebut merupakan daerah yang sangat sepi dan berpotensi 
terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari hasil 
wawancara penulis dengan warga yang pernah menjadi korban kasus 
pencurian dengan kekerasan.  
Korban mengaku, daerah tersebut sangat memudahkan para 
pelaku kejahatan melakukan aksinya dikarenakan daerah tersebut kurang 
memiliki fasilitas lampu penerangan jalan, sehingga kurangnya 
pengendara untuk mempunyai keinginan melewati daerah tersebut. 
Namun, tetap saja ada beberapa orang yang mengabaikan 
keselamatannya atau tidak meminimalisir resiko untuk terhindar sebagai 
korban pencurian dengan kekerasaan.  
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B. Upaya apa yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam 
penanggulangan korban kejahatan pencurian dengan 
kekerasan di wilayah hukum Polsek Panakukang Makassar. 
Jika kita berbicara tentang kejahatan kita ketahui bahwa kejahatan 
itu adalah sebuah masalah sosial yang di hadapi oleh masyrakat diseluruh 
negara dari zaman dahulu. Pada dasarnya kejahatan merupakan hasil 
dari perilaku dan keaadaan dari masyarakat itu sendiri, norma-norma 
hukum di Indonesia yang dirumuskan didalam undang-undang 
menyatakan bahwa aparat-aparat yag berwajib mesti bertanggung jawab 
untuk mengakkannya terutama dari pihak kepolisian, pengadilan dan juga 
kejaksaan. Penulis melakukan wawancara dengan responden dari pihak 
kepolisian di Polsek Panakkukang Makassar, berdasarkan hasil 
wawancara tersebut responden dari pihak kepolisian mengkatakan  
bahwa pihak Polsek Panakkukang telah melakukan upaya preventif dan 
juga melakukan upaya yang bertujuan memperbaiki perilaku seseorang 
yang telah melakukan tindak kejahatan, terkhususnya tindak kejahatan 
pencurian dengan kekerasan atau yang biasa di sebut upaya represif, 
berdasarkan hasil wawancaara dengan pihak kepolisian lebih 
menekankan pada upaya preventifnya, upaya prefentiv adalah upaya 
yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau lebih tepatnya 
sebuah upaya awal untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. 
Upaya preventif ini disusun secara terencana, bersinergi dan juga terarah 
sesuai dengan tujuan utama dari pihak kepolisian Polsek Panakkukang 
untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman di wilayah Polsek 
Panakkukang di Kota Makassar untuk mengurangi terjadinya suatu tindak 
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pidana, terkhsusnya sebuah tindak pidana dijalanan atau sebuah tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya preventif yang dilakukan 
pihak kepolisian wilayah Polsek Panakkukang sangat beralasan, 
responden mengatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada 
mencoba atau menghukum penjahat atau pelaku menjadi lebih baik, hal 
itu dikarenakan upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa 
harus memiliki suatu keahlian tertentu.  
Pihak kepolisian mengemukakan tujuan utama dari upaya preventif 
tersebut: 
1. Mengurangi faktor-faktor terjadinya tindak kriminal yang ada 
didalam masyarakat  
2. Mencipatakan kepercayaan antara pihak masyarakat dengan 
pihak kepolisian  
3. Menciptakan situasi yang aman. 
Adapun upaya preventif yang dilakaukan pihak kepolisian untuk 
mencegah timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 
wilayah Polsek Panakkukang, kepolisian mengemukakan: 
1. Dari data yang diperoleh penulis dari pihak kepolisian sektor 
Panakkukang bahwa mayoritas terjadinya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan kebanyakan terjadi pada malam 
hari, maka upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian 
sektor Panakkukang:  
a. menjalankan patroli piket reskrim selama 1X12 jam yang 
dilaksanakan secara bergilir  
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b. melakukan razia pengecekan kelengkapan surat-surat 
kendaraan bermotor  
c. melakukan razia pengecekan senjata tajam dan senjata api 
diwilayah Polsek Panakkukang Kota Makassar 
2. Kepolisian mengembangkan dan memantapkan unit yang 
disebut dengan KRING SERSE yang dapat memberikan 
informasi atau data yang akurat dan valid untuk menyerap 
informasi, meningkatkan deteksi dan mengidentifikasi terhadap 
sumber ancaman, baik faktor kriminologen, korelatif dan police 
hazard untuk mengungkap jaringan kriminalitas untuk 
menciptakan suasana yang aman dan tentram. 
3. Kepolisian berperan aktif didalam BINMAS (bina mitra 
masyarakat). Karena dengan bantuan BINMAS yag ada disetiap 
kelurahan dapat membantu kepolisian memberikan penyuluhan 
hukum terhadap hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
agar terhindar dari berbagai tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan. Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah 
dan tempat-tempat umum yang bertujuan agar memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban, 
terutama bagi pihak orang tua untuk memberikan perhatian 
khusus pada anaknya untuk mengawasi perilaku anaknya, 
berdasarkan data yang diperoleh penulis diketahui bahwa 
pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan 
oleh seseorang yang dibawah 18 tahun. 
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Tindakan-tindakan yang telah dilakukan kepolisian seperti yang 
telah dikemukakan diatas oleh penulis diharapkan dapat memberikan 
pemahaman dan rasa aman kepada setiap waga masyarakat, terutama 
penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyadarkan 
masyarakat bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban 
tindak pidana. Selain itu memberikan pemahaman kepada masyrakat 
tentang sanksi tegas pada setiap perbuatan tindak pidana.  
Upaya lain yang dimaksud kepolisian adalah upaya represif. Upaya 
represif merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan pihak 
kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru 
diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untu 
mengatasi suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan 
menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan. Kemudian memberikan sanksi hukum yang 
tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai 
dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan kepastian hukum.  
Di dalam upaya represif ini korban juga memiliki andil untuk 
melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan 
setiap kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialaminya ke pihak 
yang berwajib. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, kepolisian 
telah mengupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada 
saat ini. Faktor peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak polrestabes Makassar, 
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karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi 
efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan 
kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota 
Makassar. Kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian 
dengan kekerasan dengan upaya reprasifnya menjunjung tinggi undang-
undang yang berlaku di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang 
pencurian di Indonesia tertuang di Buku II KUHPidana dan khususnya 
tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan 
Pasal 367 KUHPidana.  
Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana yang 
mengatur tentang pencurian tersebut, dan terdapat lima kualifikasi 
pencurian sebagai berikut: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidanaidana) 
b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHPidanaidana)  
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidanaidana) 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidanaidana) 
e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 
KUHPidanaidana)  
f. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 
KUHPidanaidana) 
Terkhusus untuk tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan 
diatur dalam pasal 365 KUHPidanaidana, di pasal 365 KUHPidanaidana 
menyatakan bahwa:  
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(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 
lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :  
a) Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem 
yamg sedang berjalan;  
b) Ke-2. Jika perbuatan dilakukan dengan dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
c) Ke-3. Jika masuknya di tempat melakukan kejahatan, 
dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;  
d) Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun.  
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh 
salah satu hal yang diternagkan dalam nomor 1 dan 3.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Korban sangat memudahkan para pelaku kejahatan melakukan 
aksinya dikarenakan korban tersebut kurang menyadari perannya 
untuk terjadi suatu tindak kejahatan, meskipun ada beberapa orang 
yang sadar. Namun, tetap saja ada beberapa orang yang 
mengabaikan keselamatannya atau tidak meminimalisir resiko 
untuk terhindar sebagai korban pencurian dengan kekerasaan. 
2. Pihak Polsek Panakkukang telah melakukan upaya preventif dan 
juga melakukan upaya yang bertujuan memperbaiki perilaku 
seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan, terkhususnya 
tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan atau yang biasa di 
sebut upaya represif, dan juga Kepolisian dalam menanggulangi 
tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan upaya 
reprasifnya menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku di 
Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pencurian di Indonesia 
tertuang di Buku II KUHPidana dan khususnya tindak pidana 
pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 
367 KUHPidana 
 
B. Saran 
1. Diharapkan kesadaran setiap masyarakat dalam menghindari 
kasus kejahatan tersebut dengan lebih mementingkan keselamatan 
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dan mengetahui dasar-dasar dalam mengurangi terjadinya resiko 
kejahatan itu sendiri 
2. Lebih memaksimalkan upaya yang telah disusun pihak kepolisian 
dan juga peraturan perundang-undangan yang dianut oleh 
kepolisian demi mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian 
dengan kekerasan di kota Makassar  
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